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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 
shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil 
(Mario Teguh) 
 
Siapapun yang belum pernah membuat kekeliruan tidak pernah 
mencoba sesuatu yang baru. 
(Albert Einstein) 
 
Tidak semua hal yang penting dapat dihitung, dan tidak semua hal 
yang dapat dihitung penting. 
(Albert Einstein) 
 
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. 
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi 
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 The purpose of this study was to investigate the effect of general allocation 
funds to the Capital Expenditure, investigate the influence of regional revenue to the 
Capital Expenditure and determine the influence of Gross Regional Domestic Product 
of the Capital Expenditure at County and City governments throughout Central Java 
Province Fiscal Year 2013- 2015. This study uses Realization Report budget and the 
GDP as a sample table. The sampling method used is by sampling saturated. The 
analysis technique used is Multiple Regression Analysis. 
 
 The conclusion drawn is: There is the influence of Own Revenues to the 
Capital Expenditure. This is based on multiple linear regression analysis that 
thitung>ttable, namely 6.468> 2.000 and the significance value <0.05, namely 0.000. 
No effect of general allocation funds to the Capital Expenditure. This is based on 
multiple linear regression analysis that thitung>ttable, namely 4.467> 2.000 and the 
significance value <0.05, namely 0.000. No effect of Gross Regional Domestic Product 
of the Capital Expenditure. This is based on multiple linear regression analysis that 















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh Dana 
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, mengetahui adanya pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan mengetahui adanya pengaruh Produk 
Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten dan 
Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015. Penelitian ini 
menggunakan Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB sebagai sampel. Metode 
penentuan sampel yang digunakan yaitu dengan sampling jenuh. Teknik analisis 
yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. 
 
Kesimpulan yang diambil adalah: Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Belanja Modal. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda bahwa 
thitung> ttabel, yaitu 6,468 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Ada 
pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda bahwa thitung> ttabel, yaitu 4,467 > 2,000 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000.Tidak ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap 
Belanja Modal. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda bahwa thitung< ttabel, 
yaitu 1,025< 2,000 dan nilai signifikansi >0,05, yaitu 0,308. 
 
 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Baik  untuk Kabupaten dan  
Kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali 
potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan 
sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di 
daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu 
daerah, ini akan meningkatkan pendapatan daerah.  
Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan 
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk 
fasilitas publik  memengaruhi besarnya belanja modal.  Sehingga  proses 
penyusunan daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang 
nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.  
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 
proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan 
penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan 







Otonomi daerah bukan hanya penyerahan tugas dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah, tetapi juga disertai dengan pelimpahan wewenang untuk dapat 
mengelola pemerintahannya sendiri. Teori   fiscal federalism  menyatakan 
pertumbuhan ekonomi akan tercapai  melalui desentralisasi fiskal. Dengan 
desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah  pusat 
dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai 
kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah 
sehari-hari namun juga untuk membiayai kebutuhan akan belanja modal. 
Penthury (2011) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal pemerintah 
daerah  harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk 
seluruh masyarakat lokal. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sangat 
penting artinya, mengingat masyarakat telah memberikan sumber daya kepada 
daerah berupa pembayaran pajak-pajak yang mampu meningkatkan penerimaan 
daerah.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber 
pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan 
investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik 
semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak 





Berdasarkan pengamatan awal pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 
pada provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakahir yaitu tahum 2010-2012 
diperoleh data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Dumestik 
Regional Bruto dan Belanja Modal seperti di tunjukan pada tabel 1.1 sebagai 
berikut: 
Tabel 1.1 
Rekapitulasi Presentase Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal pada  
Provinsi Jawa Tengah 2010-2012 
Tahun 
Persentasi Kenaikan/penurunan 

















Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah 
mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini 
adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek 
pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
(UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah 
daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja 
modal di daerahnya.  
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam 





tetap yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin 
tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan 
publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan 
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk 
fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari,  2012). 
Peningkatan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi 
investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan tersebut akan tercapai apabila ada 
upaya yang serius dari pihak pemerintah dengan fasilitas pendukung. 
Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih 
besar untuk tujuan ini (Harianto, David dan Adi, 2007).  
Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan 
sebuah proses dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum 
yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari 
lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan 
alokasi belanja modal dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di 
masyarakat.   
Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang representasi dalam 
bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan 
Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan 





yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik 
dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja 
daerah dan pembiayaan daerah. 
Era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan 
pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Dengan adanya peningkatan 
dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk 
menanamkan investasinya di daerah. Oleh karana itu, pergeseran komposisi belanja 
merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat 
kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal 
dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap 
lainnya.  
Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan 
pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya 
aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik 
oleh Pemerintah daerah.  
Mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan 
daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu 
komponen dana ini yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Dana 
Alokasi Umum. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber 
dari APBN yang terdiri atas pendapatan daerah dana alokasi umum (DAU), dan 





kewenangannya, juga bertujuan untuk  mengurangi kesenjangan pendanaan 
pemerintah daerah.  
Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah 
masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk  asli 
daerah yang lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukkan 
masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana 
pemerintah pusat.  
Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah 
daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat dua komponen penerimaan daerah yang 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. 
Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan.  
Pertumbuhan ekonomi sering di ukur dengan mengunakan pertumbuhan 
produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak 
selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. 
Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi ini Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur 
pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan 
negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat 
pertumbuhan penduduk.  
Beragai penelitian tentang Belanja Modal telah dilakukan oleh beberapa 





bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 
berpengaruh terhadap Belanja Modal. Abdullah dan Halim (2013) menyatakan 
bahwa Dana Alokasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja 
Modal. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa Pengaruh Index Pembagunan Manusia 
berpengaruh terhadap Belanja Modal. Tetapi Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja 
Oprasional tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
 Maimunah (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan 
Asli Daerah berpegaruh terhadap Belanja Modal. Darwanto dan Yustikasari (2012) 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpegaruh 
Terhadap Belanja Modal. Harianto, David dan Adi (2007) menyatakan bahwa Dana 
Alokasi Umum berpegaruh terhadap Belanja Modal 
Penelitian dilakukan berdasarkan Riset gep dan penelitian sebelumnya yaitu 
Penelitian Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) menyatakan bahwa Dana 
Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpegaruh terhadap Belanja Modal. 
Sedangkan penelitian Paramartha dan Budiasih (2016), Mentayani dan Rusmanto 
(2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal  
Penelitian menggunakan rujukan utama dari penelitian Mayasari dan 
Yuniarta (2014). Perbedaan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan 
variabel baru yaitu Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan uraian diatas 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan 





Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2013-2015)” 
  
 
1.2. Identifikasi Masalah 
 
Berasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul 
Permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Adanya transfer Dana Alokasi Umum mempegaruhi besarnya belanja 
pemerintah daerah. 
2. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal oleh pemerintah 
daerah untuk melakukan Belanja Modal.  
3. Adanya perbedaan Pendapatan Asli Daerah dimasing-masing daerah yang 
mempengaruhi besarnya belanja pemerintah daerah. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas maka peneliti akan membatasi 
masalah yang akan di batasi pada ruang lingkup pengaruh Dana Alokasi Umum, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
terhadap Belanja Modal (BM) pada pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015. 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka 
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 





2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 
3. Apakah Produk Domesti Regional Bruto berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 
 
1.5. Tujuan Penelitiaan 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal . 
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal   
3. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja 
Modal. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Kabupaten dan 
Kota dalam pengambilan kebijakan kedepannya bagi daerahnya. Sehingga 
kedepannya dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat agar daerahnya makin 
berkembang dan maju. 
2. Bagi Investor 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor bahwa 
otonomi yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik di Kabupaten dan Kota 





3. Bagi Akademis 
Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan referensi bagi penelitian 
selanjutnya, dengan melihat variabel manakah yang sesuai dengan teori dan 
bersifat signifikan. Variabel yang demikian layak menjadi variabel penelitian 
pada penelitian selanjutnya. Dan diharapkan dapat menambah referensi terutama 
bagi mahasiswa Jurusan Akutansi Syariah. 
1.7. Jadwal Penelitian 
(Terlampir) 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab 
yang secara garis besarnya disususn sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi tentang uraian latar belakang masalah,  identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Berisi tentang landasan teori, hasil penelitian terdahulu yang 
relevan, kerangka berfikir, dan perumusan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 





pegambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 
penelitian, oprasional vareabel, dan analisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan gambaran umum 
penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, pengujian 
hipotesis yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan  atau jawaban dari rumusan 
masalah  yang diperoleh dari hasil penelitian,  keterbatasan 
penelitian, dan saran-saran yang perlu  untuk diajukan penulis 










2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Belanja Modal 
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang 
memeberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya 
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau 
menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 
Sedangkan menurut departemen keuangan definisi belanja modal merupakan 
pengeluaran anggaran yang di gunakan dalam rangka memperoleh atau menambah 
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi 
serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang 
ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan 
sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Belanja Daerah 
adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Pedirjen 
Perbendaharaan suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila : 
1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset 
lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. 
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau 






3.  Perolehan aset tetap tersebut dibuatkan bukan untuk dijual. 
Belanja Daerah diklasifikasikan seperti di bawah ini : 
1. Belanja Rutin 
Dengan telah diberikanya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka 
Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi dan tugas rutin perangkat daerah 
termasuk perangkat Kanwil/Kandep yang telah dan akan dilimpahkan kepada 
Pemerintah Daerah. 
2.  Belanja Pembangunan 
Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan 
tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam Belanja Modal ini termasuk untuk 
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk 
fisik lainnya seperti buku, binatang dan lain sebagainya yang berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. 
a. Belanja Modal Tanah yaitu semua biaya yang diperlukan untuk 
pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 
pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat 
tanah dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrasif yang 
berhubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat 
pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah. 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat-





untuk digunakan. Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untuk penambahan, 
penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan 
dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya yang diperlukan. 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam belanja ini adalah 
jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 
kegiatan pembangunan gedung yang prosentasenya mengikuti Keputusan 
Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan. 
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yaitu biaya untuk penambahan, 
penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasarana dan sarana yang 
berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan 
air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunokasi 
serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik 
intalasi/distribusi. 
e.  Belanja Modal fisik lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk 
perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak 
dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi) dan belanja modal non 
fisik, yang termasuk dalam belanja modal ini antara lain : kontrak sewa beli 
(leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), 
barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, 
buku-buku dan jurnal ilmiah. 
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Dalam otonomi daerah saat ini, salah satu aspek yang harus diperhatikan 





daerah.Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument 
kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam 
upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik oleh 
pemerintah daerah. 
Untuk mencapai itu, anggaran daerah harus diorientasikan pada kepentingan 
masyarakat (clientcentered), yang menuntut transparansi informasi anggaran kepada 
publik (masyarakat) dan termuat dalam laporan keuangan daerah. 
Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Sedangkan (Kumorotomo 
dan Purwanto, 2005:97) berpendapat anggaran adalah suatu rencana yang disusun 
secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam 
unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang 
akan datang.  
Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan 
sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan 
permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda 
masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan 
pada optimalisasi fungsi dan manfaatpendapatan, belanja dan pembiayaan bagi 





Anggaran (budget) juga dimaksudkan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja 
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 
finansial. Beberapa alasan pentingnya anggaran antara lain : 
1. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk 
mengarahkanpembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
2. Anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang 
senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas. 
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung 
jawab terhadap rakyat. 
Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 
16 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut : 
1. Fungsi otorisasi berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar dalam 
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
2.  Fungsi perencanaan berari bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi 
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
3.  Fungsi pengawasan berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk 
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 





4.  Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk 
menciptakan lapangan kerja/pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 
5.  Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggran daerah harus memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan. 
6. Fungsi stabilisasi bararti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk 
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 
daerah. 
 
2.1.3 Desentralisasi Fiskal Daerah 
Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai sistem administrasi pemerintahan, dalam 
banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu Negara. Sejarah 
mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang naik dan surut seiring 
dengan perubahan konsentrasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan 
kehidupan bangsa. 
Sejak pemerintahan Republik Indonesia beberapa undang-undang tentang 
pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Ini dimaksudkan 
untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi, yang lebih cocok dan memenuhi harapan serta sesuai dengan tuntutan 
pembangunan. 
Desentralisasi juga berarti pendelegasian pengambilan keputusan dari pemerintah 





dengan, misalnya, dalam pengelolaan sumber daya (resource) serta upaya-upaya 
privatisasi. 
Desentralisasi juga banyak mendorong banyak keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan menyangkut aspek-aspek administratif di bidang pengaturan 
pemerintahan dan akan banyak melibatkan masyarakat dalam menentukan sendiri 
penyelenggaraan bidang-bidang yang dapat dilaksanakannya. Tujuan dari 
desentralisasi antara lain adalah : 
1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah. 
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari 
pemerintah pusat. 
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. 
Menurut Muluk (2009:115) desentralisasi mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Daya tanggap instansi publik terhadap preferensi individual pemerintah daerah 
akan menjamin keterjangkauan biaya penyediaan barang dan pelayanan publik, 
yang apabila diberikan oleh swasta akan menjadi tidak efektif. Selain itu, 
localgovernment juga memberikan cara agar preferensi penduduk dapat 
diakomodasikan melalui pemilihan dan prosedur politik lainnya. 
2. Kemampuan memenuhi permintaan atas komoditas publik Dengan desentralisasi 
dapat meningkatkan jumlah unit-unit pemerintahan dan derajat spesialisasi 






3. Penyediaan komoditas publik yang lebih memuaskan. Desentralisasi akan 
memberikan peluang antar yuridiksi yang berbeda untuk dapat bersaing dalam 
memberikan kepuasan kepada publik atas penyediaan barang dan layanannya. 
Kerugian desentralisasi adalah : 
1. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan 
menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara 
finansial. 
2. Memunculkan kaum kapitalis lokal. 
3. Ketidakadilan dalam konsumsi kolektif antar wilayah. 
4. Banyak rintangan terhadap demokrasi. 
 
2.1.4 Dana Alokasi Umum 
Pemerintah pusat dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 
mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan. Dana 
perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) 
dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 





Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari 
pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya.Dana Alokasi 
Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk 
Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi 
(Nurlan, 2006: 75). Dalam penelitian Rahmawati (2010) adapun cara menghitung 
DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut : 
1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari 
penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 
2.  Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk 
Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi 
Umum sebagaimana ditetapkan diatas. 
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan 
berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota 
yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
4.  Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi 
bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.DAU untuk satu daerah dihitung 
dengan menggunakan formula :DAU = CF (Celah Fiskal) + AD (Alokasi 
Dasar) 
Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. 
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk 





dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari 
kemiskinan.  
Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. 
Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah 
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan 
peraturan Penggajian Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya tunjangan beras 
dan tunjangan Pajak Penghasilan. DAU diperoleh dari lembaga statistik pemerintah 
dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah yang bertujan untuk memberikan 
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah sebagai asas perwujudan desentralisasi. 
Menurut Darise (2006:145) menyatakan PAD adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah 
sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang 





bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terdiri dari : 
1. Pajak Daerah 
Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak 
kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 
a. Pajak hotel 
b. Pajak restoran 
c. Pajak hiburan 
d. Pajak reklame 
e. Pajak penerangan jalan 
f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C 
g. Pajak parkir 
2. Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan retribusi dapat dikelompokkan 
menjadi : 





Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh pribadi atau badan. Jenisnya antara lain : 
1) Retribusi pelayanan kesehatan. 
2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 
3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. 
4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 
5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
6) Retribusi palayanan pasar. 
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 
9) Retribusi penggantian biaya cetak peta. 
10) Retribusi pengujian kapal perikanan. 
b. Retribusi jasa usaha. 
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 
daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan 
oleh sektor swasta. Jenisnya antara lain: 
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 
2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. 
3) Retribusi tempat perlelangan. 
4) Retribusi terminal. 
5) Retribusi tempat khusus parkir. 





7) Retribusi penyedotan kakus. 
8) Retribusi rumah potong hewan. 
9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. 
10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 
11) Retribusi penyeberangan di atas air. 
12) Retribusi pengolahan limbah cair. 
13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 
daaerah dalam rangka pembinaan, pengatuaran, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sember daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna meliundungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. Jenisnya antara lain : 
1) Retribusi izin mendirikan bangunan. 
2) Retribusi izin tempat penjualan miniman beralkohol. 
3) Retribusi izin gangguan. 
4) Retribusi izin trayek. 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari : 
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 






c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat. 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Pendapatan ini diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 
milik pemerintah daerah.Lain-lain PAD yang sah dapat digunakan untuk membiayai 
belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak 
menyalahi peraturan. 
Alternatif untuk memperoleh pendapatan-pendapatan ini bisa dilakukan dengan 
melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah 
lain, pinjaman kepada lembaga keuangan atau non keuangan, pinjaman kepada 
masyarakat dan bisa juga dengan menerbitkan obligasi daerah. 
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto 
Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah 
nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi 
didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) 
mempertimbangkan kepemilikan (Sularno, 2013: 95). 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang 
menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau 
balas jasa suatu faktor produksi disuatu daerah.PDRB ini terdiri dari PDRB Riil dan 
PDRB Nominal. PDRB Rill nilainya diukur atas dasar harga konstan, sedangkan 
PDRB Nominal adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku. 
Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku 





(sembilan) sektor, yaitu: Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan 
perkebunan;  Pertambangandan penggalian; Industri pengolahan; Listrik, gas dan air 
bersih; Bangunan; Perdagangan, hotel dan restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; 
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; danJasa-jasa.  
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2.1. 


















Terbaru Jawa dan 
Bali 
Analisis menunjukkan bahwa secara terpisah, 
























(IPM) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi 
Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi dan 
Belanja Operasional tidak berpengaruh signifikan 







DAK, PAD, DAN 






Tuasikal (2008),  
Metode statistik, 
Sampel Kabupatan 
dan Kota yang 
memiliki Laporan 
Keuangan terbaru. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, 
DAK, dan PAD berpengaruh postif terhadap 
alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di 
Indonesia. Sementara PDRB tidak ber-pengaruh. 
Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola 
manajemen pengeluaran pe-merintah daerah 
kabupaten/kota di Indonesia, khususnya yang 
terkait dengan belanja modal, tidak terlalu 
mempertimbang-kan PDRB sebagai salah satu 
determinan utama dalam alokasi belanja modal, 
rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan 
transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa 
















Variabel Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
Pendapatan Asli 














Pendapatan Asli Daerah 
dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif 






























PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan 
berpengaruh terhadap Anggaran Belanja 
Modal. Hal ini karena 
tingkat signifikansi pada anova sebesar 
0,004<0,05. Sedangkan dari hasil perhitungan 
uji t, 


























Pertumbuhan Ekonomi Dan PDRB, Tidak 
Berpengaruh Signifikan Terhadap Alokasi 
Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan 
Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Dan 










Daerah Dan Dana 
Alokasi 
UmumTer- hadap 









PDRB, Pendapatan Daerah, dan transfer 
pemerintah memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Belanja Modal . 
Pendapatan lokal belum berpengaruh  terhadap 
belanja modal lokalsebagian,  Transfer 
Pemerintah belum berpengaruh signifikan 
terhadap belanja modal lokal sebagian. PDRB 
merupakan variabel yg paling 













Variabel Peneliti, Metode 
dan Sampel 


















terhadap BM. Belanja 
Modal memiliki dampak yang signifikan dan 
negatif terhadap PpK dalam hubungan 
langsung, tapi juga mempunyai hubungan yang 
positif 



























Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU 






























DAU dan PAD tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Modal dan SiLPA berpengaruh 



















Besarnya nilai Dana Alokasi Umum dan 
Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi 








DAU, dan DAK 
terhadap Belanja 
Modal 
 Paramartha dan 
Budiasih (2016) 
Metode: Kuantitatif 
Sampel yg diambil 
sebanyak 9 
Kabupaten dan 
Kota di Bali tahun 
2009-2013. 
PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap 
Belanja Modal. DAU tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Modal. Terjadi fenomena 






Sumber: Ringkasan berbagai hasil penelitian 





2.3 Kerangka Berpikir 
Gambar 2.1. 












1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) 
Dengan tersedianya infrastuktur dan sarana prasarana yang memadai bisa 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ditambah dengan masyarakatnya yang 
bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sebaik mungkin akan berpengaruh pada tingkat 
produktivitasnya yang semakin meningkat, dengan begitu bisa menarik investor 
untuk membuka usaha di daerah tersebut. 
Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (Belanja Modal) diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu 
meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang 
tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002: 144). 













 Dalam penelitannya, Mayasari dan Yuniarta (2014), Abdullah dan Halim (2013), 
Maimunah (2012), Darwanto dan Yustikasari (2012) menunjukkan adanya pengaruh 
antara Belanja Modal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan 
uraian diatas hipotesis yang kedua bisa dikembangkan adalah sebagai berikut : 
H1 :Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengatuh terhadap Belanja Modal (BM) 
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM) 
Sejak berlakunya otonomi daerah, daerah diharapkan mampu mengelola sumber 
daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU.Dibeberapa daerah 
peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh 
jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002:62). 
Setiap transfer DAU yang diterima daerahakan ditunjukkan untuk belanja 
pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan 
rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya 
transfer DAU yang diterima daerah lebih besar.Hal ini dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi dana alokasi umum yangditerima daerah maka akan semakin tinggi 
pula belanja modal yang akan dibelanjakan.  
Dalam penelitiannya, Mayasari dan Yuniarta (2014), Abdullah dan Halim (2013), 
Maimunah (2012), Darwanto dan Yustikasari (2012), Walidi (2011) dan Harianto 
dan Adi (2007)yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Dana 
Aokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang 





H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruhterhadap Belanja Modal (BM) 
3. Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal (BM) 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu 
wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) mempertimbangkan 
kepemilikan (Sularno, 2013). 
Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku 
maupun PDRB atasharga konstan, sektor-sektor produksi yang dihitung terdiri dari 9 
(sembilan) sektor, yaitu: Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan 
perkebunan;  Pertambangandan penggalian; Industri pengolahan;Listrik, gas dan air 
bersih; Bangunan; Perdagangan, hotel dan restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; 
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; danJasa-jasa (Abrar, 2010). 
Penelitian Indiyani (2013), Hartati (2013) menyatakan bahwa Produk Domestik 
Regional Bruto berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian hipotesis 
ketiga diatas, mungkin bisa dikembangkan adalah sebagai berikut: 











3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan mulai dari penyusunan proposal sampai tersusunnya 
laporan penelitian adalah pada bulan Juli 2016 sampai selesai. Penulis melakukan 
wilayah penelitian pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini bentuk 
hubungan antar variabel adalah hubungan kausal/sebab akibat, untuk penelitian 
kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka dan 
dianalisis dengan menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2012: 23). Sehingga 
yang dimaksud penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang datanya dinyatakan dalam 
angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik.  
 
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pegambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 






dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Unit 
analisis yang digunakan adalah laporan realisasi APBD tahun anggaran 2013 hingga 
2015 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
 
3.3.2. Sampel 
 Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data. 
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 35 Kabupaten dan Kota yang menyampikan 
laporan ralisasi APBD tahun anggaran 2013 hingga 2015. Teknik penentuan sampel 
yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, atau penelitian yang 
ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. (Sugiyono, 2012: 
118). 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sempel 
Teknik pegambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 
penelitian ini adalah sampel jenuh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni 
menggunakan teknik sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan 
sampel. 
Mengutip pendapat Arikunto (2006: 120), apabila populasi kurang dari 100 
orang, maka diambil keseluruhannya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 





diambil sebesar 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Berdasarkan pendapat 
tersebut yang menjadi sampel penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah. 
3.4. Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 
yang berupa laporan realisasi APBD tahun 2013-2015 yang terdiri dari 35 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sampel. Data sekunder adalah data 
yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data informasi 
tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB),  terdapat Belanja Modal (BM) tahun anggaran 
2013 hingga 2015 kepada situs (www.djpk.depkeu.gp.id) dan 
(www.jateng.bps.go.id) sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1 Metode Kepustakaan 
Metode kepustakaan, merupakan metode dimana data yang diambil penulis 
berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh 
penulis, buku-buku literature dan penelitian yang sejenis. 
 
3.5.2 Metode Dokumentasi 
Data yang diperoleh dengan metode dokumentasi masih sangat mentah 
karena antara informasi yang satu dengan yang lainnya tercerai-berai, bahkan 





Untuk itu, peneliti harus mengatur sistematika data tersebut sedemikian rupa dan 
meminta informasi lebih lanjut kepada pengumpulan data pertama (Sanusi, 2011: 
114). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi dan kepustakaan sesuai dengan teori di atas. Pengumpulan data yang 
berkaitan dengan hal-hal atau variabel penelitian diperoleh dengan cara 
mengumpulkan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2013 hingga 2015. 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari 
orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 
ditarik kesimpulannya (Indriantoro dan Supomo, 2014 : 31). 
 
3.6.1 Variabel terikat (Dependent variable) 
 Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 
karena adanya variabel bebas (Indriantoro dan Supomo, 2014: 33 ). Variabel 
dependent dari penelitian ini adalah Belanja Modal (BM). 
 
3.6.2 Variabel bebas (Independent variable) 
 Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 





variabel lain. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi umum 




3.7 Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah definisi yang dilakukan pada sifat-sifat 
hal didefiniskan yang dapat diamati (Sugiono, 2010: 188). Berikut ini definisi 
operasional dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian: 
 
3.7.1 Belanja Modal (BM) 
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembentukan  modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang 
memeberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya 
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau  
menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset 
 
3.7.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 
 Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai 
kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 





kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. 
 
3.7.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut Darise (2006: 52) menyatakan PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan 
daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja 
yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan 
yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.  
 
3.7.4 Produk Domestik Regional Bruto 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu 
wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) mempertimbangkan 
kepemilikan (Sularno, 2013: 113).  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang 
menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau 
balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah. PDRB ini terdiri dari PDRB Riil 
dan PDRB Nominal.PDRB Rill nilainya diukur atas dasar harga konstan, sedangkan 
PDRB Nominal adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku. 
 Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku 





9 (sembilan) sektor, yaitu: Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan 
perkebunan;  Pertambangandan penggalian; Industri pengolahan; Listrik, gas dan air 
bersih; Bangunan; Perdagangan, hotel dan restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; 
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. 
 
Teknik Analisis Data 
3.7.5 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 
sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011: 19). Statistik deskriptif 
digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012: 
148). 
 
3.7.6 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik rata-rata sama dengan atau mendekati nol (0). Dari hasil 
pengolahannya residual, di dalam table Residual Statistics diketahui rata-rata 
residual adalah sama dengan nol (0). Artinya, asumsi rata-rata residual sama dengan 
atau mendekati nol (0) dapat dipenuhi (Astuti, 2014: 65). Untuk menentukan 
ketepatan model, perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu uji 
normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskodastisitas yang 
dijelaskan sebagai berikut: 





Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011: 160). Uji 
normalitas dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu (1) Dengan melihat 
gambar P-P Plot dan apabila titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal maka 
residual model regresi terdistribusi normal. (2) Dengan melakukan uji statistic 
dengan uji Kolmorogov-Smirnov, apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar 
dari α = 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi 
mengikuti distribusi normal.  
2.  Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel-variabel 
independen dalam persamaan regresi memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. 
Mulitikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier antara 
variabel-variabel bebas dalam model regresi (Sumodiningrat, 2001: 281). 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila nilai VIF 
masing-masing variabel independen kurang dari 10 maka model regresi terbebas dari 
masalah multikolinieritas (Ghozali, 2011: 105) 
3.  Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi liner 
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila nilai hitung d hitung lebih 





dapat dikatakan model regresi yang digunakan terbebas dari masalah autokorelasi 
(Ghozali, 2011: 110). 
Nilai d akan berada di kisaran 0 – 4. Apabila d berada diantara 1,54 dan 2,46 
maka tidak ada autokorelasi dan apabila nilai d ada diantara 0 hingga 1,10 dapat 
disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif dan bila lebih dari 2,90 
dapat disimpulkan terdapat autokorelasi negative (Winarno, 2009: 537). 
 
4. .Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan  variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain (Ghozali, 2011: 139). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Cara ini adalah cara yang tidak formal, akan tetapi dapat 
digunakan sebagai indikator adanya heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang 
jelas (titik-titik menyebar) maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Astuti, 2014: 66). 
 
3.7.7 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan pada dasarnya menunjukkan 
apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent). Kriteria pengambilan 





a. Bila Fhitung > Ftabel atau profitabilitas < nilai signifikan (≤ 0, 05), maka 
hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independent memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 
b. Bilai Fhitung < Ftabel atau profitabilitas > nilai signifikan (Sig ≥ 0, 05) maka 
hipotesis diterima, ini berarti secara simultan variabel independent tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 
 
 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistic yang dapat digunakan 
untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Koefisien 
determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dan 
menerangkan variasi variabel dependent. Nilai koefisien determinasi antara 0 – 1. 
Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variabel dependent (Ghozali, 2011: 97). 
Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011: 97) jika dalam uji empiris 
didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai adjusted R
2
 dianggap bernilai nol. 
Secara matematis jika nilai R
2
 = 1, maka adjusted R
2
 = 1. Sedangkan jika nilai R
2
 = 
0, maka adjusted R
2
 = (1 – k)/ (n – k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai 
negative.   
 





Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan 
memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Regresi berganda seringkali 
digunakan untuk mengatasi permasalah analisis regresi yang melibatkan dua atau 
lebih variabel bebas. 
Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu Belanja Modal dipengaruhi oleh 
tiga variabel bebas diantaranya Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah  dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Maka untuk menguji atau melakukan 
estimasi dari suatu permasalahan yang terdiri dari lebih dari satu variabel bebas tidak 
bisa dengan regresi sederhana. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi berganda. Persamaan umum regresi berganda adalah: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + € 
Keterangan : 
Y = variabel dependent (BM) 
a = konstanta persamaan regresi 
X1 = variabel independent (DAU)  
X2 = variabel independent (PAD) 
X3 = variabel independent (PDRB) 
b1, b2, b3 = angka arah atau koefisien regresi berganda 
€ = Error (kesalahan pengganggu) 
 
3.7.9 Uji Hipotesis 
Menurut Ghazali (2011), uji statistik t digunakan untuk menguji secara 
individual pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian 





penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: Jika nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Variabel independen tidak berpengaruh 
terhadap variable dependen) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 
hipotesis diterima (variable independen berpengaruh terhadap variable dependen). 
Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
a. Jika tingkat signifikansi (𝛼) > 0,05  maka H0 ditolak, menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh variabel independen secara persial terhadap variabel 
dependen. 
b. Jika tingkat signifikansi (𝛼) < 0,05 maka H0 diterima, berarti bahwa variabel 










ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) terhadap Belanja Modal (BM), maka digunakan metode dokumentasi 
sebagai alat pengumpulan data pokok. 
Karena itu kegiatan pelaksanaan penelitian meliputi pencatatan terhadap 
arsip dari Dinas Pendapatan Daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Tengah dan didukung data dari (www.djpk.depkeu.gp.id) dan 
(www.jateng.bps.go.id) Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan meliputi 
dataPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan Belanja Modal dan pada tahun anggaran 2013 hinnga 2015. 
 Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran adanya pengaruh Dana Alokasi 
Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap 
Belanja Modal, maka dilakukan perhitungan terhadap Dana Alokasi Umum, 
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal.  
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terdapat 35 Kabupaten/Kota pada tiap 
tahunnya yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.Sehingga data yang diteliti 









4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Statistik Deskripsi  
Dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan gambaran darisuatu 
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimal,minimum. 
Hasil yang diperoleh dari analisis deskriptifmenunjukkan hasil seperti pada lampiran 
3 dan tabel berikut : 
Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 
 N Min Max Mean Std.Deviation 
PAD 105 55401 819742 139127,14 113624,6 
DAU 105 1291122 82799475 788566,43 214797,0 
PDRB 105 5356943 134268634 26234916.2 23859549.7 
Belanja Modal 105 86188 804094 233198,94 106271,3 
Valid N 105     
Sumber: Data diolah,2016 
Tabel 4.1.menunjukkan bahwa Dana Alokas Umum (DAU) 
Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2015 mencapai 
rata-rata 788566.43 juta rupiah dengan DAU terendah 325710.00 juta rupiah (Kota 
Salatiga, 2015) dan DAU tertinggi 1291122.00 juta rupiah (Kabupaten Cilacap, 
2014). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah 
pada tahun 2013-2015 mencapai rata-rata 139127.14 juta rupiah dengan PAD 
terendah 55401 juta rupiah (Kabupaten Wonosobo, 2015) dan PAD tertinggi 
819742.00 juta rupiah (Kota Semarang, 2014).  
Produk Domestik Regional BrutoKabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah 





Domestik Regional Bruto terendah 5356943 juta rupiah (Kota Salatiga, 2013) dan 
Produk Domestik Regional Brutotertinggi 134268634 juta rupiah (Kota Semarang, 
2015). Selanjutnya Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2013-2015 mencapai rata-rata 233198.98 juta rupiah dengan Belanja Modal 
terendah 86188.00 juta rupiah (Kota Tegal, 2015) dan Belanja Modal tertinggi 
804094.00 juta rupiah (Kota Semarang, 2014). 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu 
dilakukan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak 
menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi 
Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas data dipergunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi 
secara normal atau tidak.Penentuan normal/tidaknya suatu distribusi data ditentukan 
berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Hasil pengujian normalitas menggunakan 
Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahawa nilai signifikansi 0,353 lebih besar dari 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian 
ini memiliki sebaran data yang normal, sehingga model penelitian dinyatakan telah 










Hasil Uji Normalitas 







Sumber: Data diolah,2016  
1. Uji Multikolinearitas 
Dalam pengujian multikolonearitas tidak terjadi adanya multikolinearitas, 
karena nilai VIF semua b=variabel kurang dari 10, sedangkan Tolerance Value di 
atas 0,10. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat dilakukan ditampilkan 
sebagaimana terlihat pada tabel 4.3. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
PAD 0,383 2,608 Tidak terjadi multikolineritas 
PAU 0,835 1,197 Tidak terjadi multikolineritas 
PDRB 0,345 2,899 Tidak terjadi multikolineritas 
Sumber: Data diolah,2016 
1. Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser dapat diperoleh sebagaimana 
terlihat pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel p-value Keterangan 
PAD 0,266 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DAU 0,311 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
PDRB 0,372 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
 





Dari tabel 4.4 diketahui bahwa variabel bebas PAD, DAU, dan PDRB 
menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
semua variabel PAD, DAU, dan PDRB bebas dari masalah heteroskedastisitas. 
2. Uji Autokorelasi 
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk 
mendeteksi ada/tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin Watson (DW) 
yang hasilnya seperti terlihat pada tabel 4.5 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Autokorelasi 
Nilai DW-hitung Kriteria Keterangan 
1,999 -1 dan +1 Tidak ada autokorelasi 
Sumber: Data diolah,2016 
Berdasarkan tabel 4.5 pada signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 35 dan 
jumlah variabel independen 3 (k=3), maka tabel Durbin Watson (DW) memberikan 
nilai du= 1,736 dan dl= 1,613 . Pada tabel 4.5  terlihat bahwa hasil uji autokorelasi 
pada bagian model summary diperoleh angka Durbin-Watson sebesar 1,912 yang 
terletak di antara -1 dan +1, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 
autokorelasi. 
4.2.3 Uji Ketetapan Model 
1. Uji F 
Dari analisis regresi linier ganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi 
masing-masing variabel bebas bernilai positif dan negatif, sehingga dapat dikatakan 
bahwa PAD, DAU, dan PDRB secara bersama-sama terhadap BM.Untuk 





selanjutnya dilakukan uji keberartian regresi linier ganda (uji F). Adapun langkah-
langkah dalam uji F ini adalah sebagai berikut: 
a. Hipotesis 
Ho : 021    Berarti tidak ada pengaruh PAD, DAU, dan PDRB secara 
bersama-sama terhadap BM. 
0: 211  H Berarti ada pengaruh PAD, DAU, dan PDRB secara 
bersama-sama terhadap BM. 
b. Taraf signifikansi 95%, α = 0, 05 
c. Kriteria pengujian 
H0 diterima apabila F hitung< F (α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0, 05 
H0 ditolak apabila F hitung> F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 0, 05 
Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0, 05; 3, 101) = 2,760 
d. Perhitungan 
Berdasarkan analisis data diperoleh Fhitung sebesar 65,469 dengan signifikansi 
sebesar 0, 000. 
e. Keputusan uji 
H0 ditolak, karena Fhitung  > Ftabel, yaitu 65,469> 2,530 dan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05, yaitu 0, 000. 
Gambar 4.1 
Gambar statistik uji F pengaruh 














Sumber: Data diolah, 2016 
f. Kesimpulan 
Ada pengaruh PAD, DAU, dan PDRB secara bersama-sama terhadap BM 
2. Koefisien Determinasi 
Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 15.0 
diperoleh nilai kofisien determinasi (R
2
) sebesar 0,481. Arti dari koefisien ini adalah 
bahwa pengaruh yang diberikan oleh PAD, DAU, dan PDRB terhadap BM adalah 
sebesar 66%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
4.2.4 Analisis Regresi Linier Ganda 
Dalam penelitian ini persamaan umum dari regresi ganda yang digunakan 
adalah Y = a + b1 X1 + b2 X2+ b3 X3. Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan 
program SPSS for Windows versi 15 diperoleh data sebagai berikut:  
Tabel 4.6 
Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Ganda 
Variabel 
Koefisien 
Regresi thitung Sig. 
Konstanta 31991,10   
PAD 0,567 6,468 0,000 
DAU 0,140 4,467 0,000 
PDRB 0,451 1,025 0,308 
Fhitung 65,469 
 
R2 0, 660 
Sumber: Data diolah,2016 
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut: 





Adapun Interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut adalah: 
1. Konstanta (a)  bernilai positif sebesar 31991,10. 
Artinya jika tidak ada PAD, DAU, dan PDRB atau bernilai nol maka BM 
adalah sebesar 31991,10 
2. Koefisien regresi variabel PAD (b1) benilai positif sebesar 0,567 
Artinya setiap penambahan 1 poin PAD maka akan BMsebesar 0,567dengan 
asumsi variabel lain tetap. 
3. Koefisien regresi variabel DAU (b2) bernilai positif sebesar 0,140 
Artinya setiap penambahan 1 poin DAU maka akan menambah BM sebesar 
0,140 dengan asumsi variabel lain tetap. 
4. Koefisien regresi variabel PDRB (b3) bernilai sebesar 0,451 
Artinya setiap penambahan 1 poin PDRB maka akan menambah BM sebesar 
0,451 dengan asumsi variabel lain tetap. 
4.2.5 Uji Hipotesis 
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara individual 
variabel independen (PAD, DAU, dan PDRB) terhadap variabel dependen 
(BM).Adapun uji t yang dilakukan adalah: 
1. Pengaruh PAD terhadap BM. 
Dari analisis regresi ganda diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 
kualitas PAD(b1) bernilai positif sebesar 0,567, sehingga dapat dikatakan bahwa 
PADberpengaruh positif terhadap BM. Untuk mengetahui pengaruh tersebut 





signifikansinya. Langkah-langkah uji signifikansi koefisien  regresi atau disebut juga 
uji t adalah sebagai berikut: 
a. Hipotesis 
Ho: 1= 0 Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan PADterhadap BM. 
H1: 1 0 Berarti ada pengaruh yang signifikan PADterhadap BM. 
b. Tingkat Signifikansi 95 %, α =0, 05 
c. Kriteria pengujian 
Ho diterima apabila –t(/2;n-k-1)< t <t(/2;n-k-1) atau signifikansi > 0, 05 
Ho ditolak apabila -t >t(/2;n-k-1) atau t< -t(/2;n-k-1) atau signifikansi < 0, 05 
ttabel  = t (α/2, n-k-1) = t (0, 025; 101) = 2,000  
d. Perhitungan 
Berdasarkan hasil analiais data yang telah dilakukan dengan program SPSS 
for Windows versi 15diperoleh nilai thitung sebesar -6,468 dengan signifikansi 
0,000. 
e. Keputusan uji 
H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 6,468>2,000 dengan nilai probabilitas 
signifikansi< 0,05, yaitu 0,000. 
Gambar 4.2 




Sumber: Data diolah, 2016 
 
Daerah terima H0 Daerah tolak H0 Daerah tolak H0 






Ada pengaruh yang signifikan PADterhadap BM. 
2. Pengaruh DAUterhadap BM. 
Dari analisis regresi ganda diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 
DAU(b2) bernilai positif sebesar 0,140, sehingga dapat dikatakan bahwa DAU 
berpengaruh positif terhadap BM. Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan 
atau tidak, selanjutnya nilai koefisien regresi linier ganda dari b2 ini diuji 
signifikansinya. Langkah-langkah uji signifikansi koefisien  regresi atau disebut juga 
uji t adalah sebagai berikut: 
a. Hipotesis 
Ho: 2= 0 Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan DAU terhadap BM. 
H1: 2 0 Berarti ada pengaruh yang signifikan DAUterhadap BM. 
b. Tingkat Signifikansi 95 %, α =0, 05 
c. Kriteria pengujian 
Ho diterima apabila –t(/2;n-k-1)< t <t(/2;n-k-1) atau signifikansi> 0, 05 
Ho ditolak apabila -t >t(/2;n-k-1) atau t< -t(/2;n-k-1) atau signifikansi < 0, 05 
ttabel  = t (α/2, n-k-1) = t (0, 025; 101) = 2,000 
d. Perhitungan 
Berdasarkan hasil analiais data yang telah dilakukan dengan program SPSS 
for Windows versi 15 diperoleh nilai thitung sebesar4,467dengan signifikansi 0, 
000. 





H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 3,725>2,000 dengan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
Gambar 4.3 




Sumber: Data diolah, 2016 
f. Kesimpulan 
Ada pengaruh yang signifikan DAUterhadap BM. 
3. Pengaruh PDRB terhadap BM. 
Dari analisis regresi ganda diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 
PDRB(b3) bernilai sebesar 0,451, sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB tidak 
berpengaruh terhadap BM.Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau 
tidak, selanjutnya nilai koefisien regresi linier ganda dari b3ini diuji signifikansinya. 
Langkah-langkah uji signifikansi koefisien  regresi atau disebut juga uji t adalah 
sebagai berikut: 
a. Hipotesis 
Ho: 3 = 0 Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan PDRB terhadap BM. 
H1: 3 0 Berarti ada pengaruh yang signifikan PDRB terhadap BM. 
b. Tingkat Signifikansi 95 %, α =0, 05 
c. Kriteria pengujian 
Ho diterima apabila –t(α/2;n-k-1)< t <  t (α/2;n-k-1) atau signifikansi> 0, 05 
Ho ditolak apabila -t > t (α/2;n-k-1) atau t < -t (α/2;n-k-1) atau signifikansi < 0, 05 
Daerah terima H0 Daerah tolak H0 Daerah tolak H0 





ttabel  = t (α/2, n-k-1) = t (0, 025; 101) = 2,000 
d. Perhitungan 
Berdasarkan hasil analiais data yang telah dilakukan dengan program SPSS 
for Windows versi 15 diperoleh nilai thitung sebesar  1,025 dengan 
signifikansi 0,207. 
e. Keputusan uji 
H0 diterima, karena thitung < ttabel yaitu 1,025< 2,000 dengan nilai probabilitas 
signifikansi > 0,05, yaitu 0,308. 
Gambar 4.4 




Sumber: Data diolah, 2016 
f. Kesimpulan 
Tidak ada pengaruh yang signifikan PDRB terhadap BM. 
4.3 Hasil Analisis Data 
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 
Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 
variabel kualitas PAD (b1) adalah sebesar 0,667 atau positif, sehingga dapat 
dikatakan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap BM. Berdasarkan uji 
keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel BM (b1) diperoleh thitung> 
ttabel, yaitu 6,468> 2,000 dan nilai signifikansi<0,05, yaitu 0,000.Berdasarkan 
kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik PAD akan semakin tinggi 
Daerah terima H0 Daerah tolak H0 Daerah tolak H0 





terhadap BM. Sebaliknya semakin rendah PAD, maka semakin rendah pula terhadap 
BM. 
Menurut Darise (2006:145) menyatakan PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan 
daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja 
yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan 
yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 
Hasil penelitan ini mendukung penelitian Mayasari dan Yuniarti (2014), 
Abdullah dan Halim (2013), Maimunah (2012), Darwanto dan 
Yustikasari(2012)menunjukkan adanya pengaruh antara Belanja Modal terhadap 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 
Hasil uji hipotesis keduadiketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 
DAU(b2) adalah sebesar 0,140 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 
variabel DAUberpengaruh positif terhadap BM.  Berdasarkan uji t untuk variabel 
DAU(b2) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 4,467>2,000dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 
DAUakan semakin tinggi terhadap BM, demikian pula sebaliknya semakin rendah 





Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai 
kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli 
daerahnya.Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi (Nurlan, 2006). 
Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Mayasari dan Yuniarta (2014), 
Abdullah dan Halim (2013), Darwanto dan Yustikasari (2012), Maimunah (2012), 
Walidi (2011) dan Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan antara Dana Aokasi Umum terhadap Belanja Modal.  
4.3.3 Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal 
Hasil uji hipotesis ketiga diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 
PDRB(b3) adalah sebesar 0,451, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel PDRB 
tidak berpengaruh terhadap BM.  Berdasarkan uji t untuk variabel PDRB(b3) 
diperoleh thitung< ttabel, yaitu 1,025<2,000dan nilai signifikansi . 0,05, yaitu 0,308.  
Hasil penelitian Purwanto (2015) diperoleh kesimpulan tidak ada pengaruh 
yang signifikan PDRB terhadap Alokasi belanja modal, sehingga hipotesis yang 
diajukan tidak terbukti. Hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Indiyani (2013) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal .Artinya PDRB tidak 
memiliki kontribusi positif terhadap belanja modal atau kontribusi yang 





Ini bukan berarti bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah 
yang terkait dengan alokasi belanja modal, PDRB tidak menjadi acuan utama dalam 
proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor 
tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum 
anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro 












Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. ”Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 6,468 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
2. “Ada pengaruh Dana Alokasi Uumum terhadap Belanja Modal ” dapat diterima. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 4,467 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
3. “Tidak ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja 
Modal” tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 
(uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 1,025 < 2,000 dan nilai signifikansi > 
0,05, yaitu 0,308. 
4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,660 menunjukkan bahwa 
pengaruh besarnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk 
Domestik Regional Bruto secara bersama-sama terhadap Belanja Modal adalah 









5.2 Keterbatasan penelitiaan  
1. Peneliti hanya memiliki 3 variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto. 
2. Peneliti hanya mengkaji pegaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Blanja Modal di 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013, 2014 dan 2015. 
3. Peneliti hanya meneliti seberapa besar pengaruh efek transfer terhadap Belanja 
Modal sehingga belum mengkaji efek dari alokasi transfer tersebut kesetiap 
pos-pos Belanja Modal. 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Melihat hasil penelitian yang menunjukkan sarana informasi yang dapat 
digunakan perusahaan untuk mengetahui tingkat potensi Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap 
Belanja Modal. Dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk 
mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila 
ada kelemahan dan kekurangan. 
2. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian selanjutnya sebaiknya 
mengembangkan variabel-variabel yang diteliti, karena tidak menutup 
kemungkinan bahwa dengan penelitian yang mencakup lebih banyak variabel 
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Lampiran 2  
Anggaran Tahun 2013 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
No. Kabupaten/Kota 
2013 (dalamjuta rupiah) 
PAD DAU PDRB BM 
1 Kab. Banjarnegara 76518 763427 14412427 163097 
2 Kab. Banyumas 229194 1127939 34923375 409457 
3 Kab. Batang 83242 641664 14465642 158486 
4 Kab. Blora 77000 753830 15101975 277566 
5 Kab. Boyolali 142677 871686 21068013 248859 
6 Kab. Brebes 107109 1099000 30892206 403345 
7 Kab. Cilacap 191853 1197315 92150532 324565 
8 Kab. Demak 100415 737912 17381259 295427 
9 Kab. Grobogan 101117 906666 18181836 383645 
10 Kab. Jepara 110489 814380 20064856 186956 
11 Kab. Karanganyar 121180 810217 24632550 126883 
12 Kab. Kebumen 104722 1021871 18735872 254695 
13 Kab. Kendal 107395 788134 28210953 245669 
14 Kab. Klaten 82921 1066318 26284226 181803 
15 Kab. Kudus 138912 719407 78573353 149340 
16 Kab. Magelang 124152 899528 21826436 279926 
17 Kab. Pati 134962 960479 28609512 253211 
18 Kab. Pekalongan 127126 768500 15233674 201327 
19 Kab. Pemalang 92422 931427 16858830 288005 
20 Kab. Purbalingga 101376 719185 16756045 125910 
21 Kab. Purworejo 109488 793905 12660419 164192 
22 Kab. Rembang 110867 640273 12818349 184418 
23 Kab. Semarang 166506 778605 33455441 245413 
24 Kab. Sragen 105574 869156 24513522 102838 
25 Kab. Sukoharjo 154068 763463 24377079 202559 
26 Kab. Tegal 124014 651172 23106618 222910 
27 Kab. Temanggung 84226 917477 14589940 204630 
28 Kab. Wonogiri 87845 665548 19674631 196669 
29 Kab. Wonosobo 72795 385859 13093251 222816 
30 Kota Magelang 79890 384489 5921915 122368 
31 Kota Pekalongan 79069 358332 7092777 118778 
32 Kota Salatiga 67830 1054003 8891775 163571 
33 Kota Semarang 714027 659647 121928648 719171 
34 Kota Surakarta 262906 370643 32059447 264918 







Anggaran Tahun 2014 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
No. Kabupaten/Kota 
2014 (dalamjuta rupiah) 
PAD DAU PDRB BM 
1 Kab. Banjarnegara 103502 826044 15995894 235343 
2 Kab. Banyumas 317728 1224711 38798789 364731 
3 Kab. Batang 108938 682183 16038740 182270 
4 Kab. Blora 119769 823874 16368347 350245 
5 Kab. Boyolali 181450 943220 23495135 302476 
6 Kab. Brebes 153414 1186970 34406120 254546 
7 Kab. Cilacap 230155 1291122 99580791 373903 
8 Kab. Demak 158654 795875 19325594 304806 
9 Kab. Grobogan 172172 977676 20182089 296953 
10 Kab. Jepara 137545 887769 22053989 190017 
11 Kab. Karanganyar 143022 870002 26883211 206588 
12 Kab. Kebumen 126808 1125569 20986079 369222 
13 Kab. Kendal 155567 852171 30939318 233829 
14 Kab. Klaten 100379 1142587 29117331 256706 
15 Kab. Kudus 168382 795852 84921317 280675 
16 Kab. Magelang 134564 965124 24120548 381113 
17 Kab. Pati 173223 1043498 31644416 251217 
18 Kab. Pekalongan 153761 831579 16728359 205843 
19 Kab. Pemalang 117134 1016813 18629312 170488 
20 Kab. Purbalingga 162116 777989 18565114 129737 
21 Kab. Purworejo 135087 854737 13837884 218582 
22 Kab. Rembang 139991 700775 13823397 189999 
23 Kab. Semarang 211840 848736 36795487 248224 
24 Kab. Sragen 137996 946827 27255449 219752 
25 Kab. Sukoharjo 179167 826891 26674291 213614 
26 Kab. Tegal 180430 1044211 25577284 298329 
27 Kab. Temanggung 98996 681658 16092984 242912 
28 Kab. Wonogiri 140193 1001378 21549223 190343 
29 Kab. Wonosobo 107655 724245 14319118 318104 
30 Kota Magelang 98314 417211 6466971 121709 
31 Kota Pekalongan 104203 412871 7778272 147375 
32 Kota Salatiga 92132 399083 9748306 185328 
33 Kota Semarang 819742 1104739 134268634 804094 
34 Kota Surakarta 297027 710804 34982374 278056 







Anggaran Tahun 2015Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
No. Kabupaten/Kota 
2015 (dalamjuta rupiah) 
PAD DAU PDRB BM 
1 Kab. Banjarnegara 63549 681396 12751207 172880 
2 Kab. Banyumas 188590 991945 31369318 267278 
3 Kab. Batang 56175 577238 12886462 134438 
4 Kab. Blora 61400 673181 13543662 263638 
5 Kab. Boyolali 108796 780302 18806296 182775 
6 Kab. Brebes 89517 981051 27437547 284055 
7 Kab. Cilacap 150456 1057808 86477560 336135 
8 Kab. Demak 78032 658971 15770997 314747 
9 Kab. Grobogan 84755 812991 16626336 259826 
10 Kab. Jepara 103717 712740 18022612 212173 
11 Kab. Karanganyar 89499 720919 22219244 105905 
12 Kab. Kebumen 79176 906222 16526133 220424 
13 Kab. Kendal 87151 702708 25274543 224223 
14 Kab. Klaten 75874 967285 23345150 183942 
15 Kab. Kudus 113622 637615 70323526 197249 
16 Kab. Magelang 95290 816733 19602845 261239 
17 Kab. Pati 131188 850377 25931378 179058 
18 Kab. Pekalongan 86765 678714 13757495 160583 
19 Kab. Pemalang 77349 827163 15032618 205884 
20 Kab. Purbalingga 91191 640265 14791296 126405 
21 Kab. Purworejo 77074 711742 11462757 171088 
22 Kab. Rembang 89948 570455 11441103 197514 
23 Kab. Semarang 129935 691272 29789070 227370 
24 Kab. Sragen 89875 778668 21870801 166720 
25 Kab. Sukoharjo 124643 680235 22048804 193154 
26 Kab. Tegal 84974 860568 20767111 287340 
27 Kab. Temanggung 66429 584158 13088402 94994 
28 Kab. Wonogiri 75187 828480 17640991 204300 
29 Kab. Wonosobo 55401 597858 11749524 211558 
30 Kota Magelang 63085 348498 5356943 123517 
31 Kota Pekalongan 59819 347390 6396422 104503 
32 Kota Salatiga 63281 325710 7990574 150127 
33 Kota Semarang 660372 936866 108807145 424037 
34 Kota Surakarta 189737 681813 29081312 196087 
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All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: RES_2b. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), PDRB, DAU, PADa. 
Coefficientsa
20437.717 14697.446 1.391 .167
.130 .053 .376 1.462 .266
.193 .019 .105 1.018 .311


































All requested v ariables entered.a. 







Dependent Variable:  BMb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), PDRB, DAU, PADa. 





















Mean Std.  Dev iation N
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), PDRB, DAU, PADa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), PDRB, DAU, PADa. 
Dependent Variable: BMb. 
Coefficientsa
31991.054 24299.418 1.317 .191
.567 .088 .606 6.468 .000
.140 .031 .283 4.467 .000

























































































Daftar Riwayat Hidup Penulis 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. DATA PRIBADI 
Nama    : Erlinda Dwi Nopitasari 
JenisKelamin   : Perempuan 
TempatdanTanggalLahir : Sragen, 15 Nopembe 1994 
Agama    : Islam 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Status Pernikahan  : Belum Kawin 
Alamat  : Rt 03/ 05 Jetak Kidul, Jetak, Sidoharjo,  
Sragen   
No HP    : 089609750161 
E-mail    : erlinda.dn2125@gmail.com 
 
2. PENDIDIKAN FORMA 
Jenjang NamaSekolah Jurusan Lama/ Tahun 
TK TK Pertiwi - 1998-1999 
SD SD Negeri 02 Jetak - 1999-2006 








Sarjana/ SI IAIN Surakarta Akuntansi 
Syariah 
2012-2017 
3. PENGALAMAN ORGANISASI 





Karang Taruna Mekar Sati Sekretaris 2012-2013 
SAKA BAYANGKARA Humas 2011-2012 
Drumdand SMA Anggota 2010-2011 
4. KEMAMPUAN LAIN 
Membuat kerajinan tangan dan menjahit 
Membuat roti 
 
Demikian riwayat hidup ini saya isi dengan sebenarnya. 
 
Sukoharjo, 27 Desember  2016 
 
 
Erlinda Dwi Nopitasari 
12.22.21.040 
 
 
 
 
